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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Pengaturan Hukum Employee Stock Option Program (ESOP)
Terbadap Badan Usaha Milik Negara Scbagai Upaya Perlindungan Hukum
Terhadap Karyawan Pemilik Saham Minontas™. Rumusan penelitian pada skripsi
ini membahas mengenai |, Bagaimaan pengaturan hukum Employee Stock Option
Program (ESOP) pada Badan Usaha Milik Negara? dan 2. Bagaimana
pelindungan hukum karyawan dengan diberlakukan Employee Siock Option
Program (ESOP) pada Badan Usaha Milik Negara? Jenis penclitian dalam skripsi
ini merupakan hukum nommatif dengan menggunakan pendekatan perundang-
undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach).
Hasil penclitian menunjukan bahwa Employee Stock Option Program (ESOP)
belum memilik perangkat hukum khusus yang dan masih berlandaskan pada
ketentuan umum yang scbenamya tidak dibuat secara khusus mengenai pencrapan
ESOP yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perscroan Terbatas,
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan POJK Nomor 14
/POJK.04/2019 Tentang Perubahan Atas Peratuan Otoritas Jasa Kcuangan
Nomor 3J2VPOJK.042015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka
Dengan Membenkan Hak Memesan Efck Terlebih Dabulu. Di sisi lain,
palindungan preventif dibenkan kepada karyawan pamilik saham berupa

pedoman mengenai hak atas kepamilikan saham dan hak mengenai manajemen

dan pengontrolan perseroan. Perlindungan hukum sccara represif yaitu karyawan

scbagai pemilik saham minoritas dapal mengajukan gugatan derivatif sccara

litigasi apabila merasa dirugikan dengan tindakan perseroan,

Kata kunci: ESOP, BUMN, Pemilik Saham Minoritas
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN
adalah badan usaha yang sebagian atau sebagian besar modalnya dimiliki
oleh negara dan dikelola oleh pemerintah. ' Kepemilikan modal oleh
negara dapat diartikan negara memiliki seluruh modal perusahaan berasal
dari seluruh penyertaan negara yang dalam hal ini disebut BUMN
berbentuk perusahan umum (perum). Ada pula yang berdasarkan
kualifikasi, negara memiliki seluruh atau minimal 51% (lima puluh satu
persen) modal yang selanjutnya disebut BUMN berbentuk perseroan

(Persero).”

Landasan hukum mengenai pengaturan Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) di Indonesia apabila diletakkan pada kerangka hukum publik dan
hukum privat terbilang cukup unik dikarenakan pengaturan mengenai
BUMN terletak berada di posisi antara (in between). Pengaturan mengenai
BUMN terletak berada di dalam lingkup hukum publik sedangkan yang

lain nya berada di dalam lingkup hukum privat. BUMN diatur di dalam

" Yeti Sumiyat, Peranan BUMN dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
untuk Meningkatkan Kesejahteraan Raykat, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, VoL. 20, No.3,
Januari 2013, hal 460. Diakses melalui
https://journal.uii.ac.id/index.php/IUSTUM/article/view/4530 pada 6 September 2022.

? Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003
tentang Basan Usaha Milik Negara.


https://journal.uii.ac.id/index.php/IUSTUM/article/view/4530

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik
Negara (UU BUMN).” BUMN persero juga dapat dikatakan sebagai
badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas oleh karena nya harus tunduk
pada landasan hukum yang mengikat pada prinsip-prinsip hukum
perseroan terbatas dan ketentuan hukum mengenai perseroan terbatas yang
tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas (UU PT).*

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dalam pengaturan mengenai
BUMN berlaku asas lex specialist de rogat lex generalis yaitu dimana jika
suatu ketentuan tidak diatur dalam UU BUMN maka diberlakukan
ketentuan khusus yang ada dalam UU PT. Dapat disimpulkan bahwa UU
BUMN mengacu pada ranah hukum publik sedangkan UU Perseroan
Terbatas lebih menckankan pada ranah hukum privat.> Pada BUMN
persero dikenal istilah privatisasi atau pengalihan modal (saham) dimana
konsep dasar nya adalah terjadinya pengalihan kepemilkan modal dari

negara kepada swasta.’

Tujuan dari pengalihan saham ini mempunyai pertimbangan untuk
meningkatkan kinerja BUMN berbentuk persero. Hal itu disebabkan tidak

selamanya usaha yang dilakukan BUMN persero akan selalu berhasil,

* Refly Harun, Hukum BUMN, (Jakarta : Balai Pustaka), 2020, hal 3-4.

* Ridwan Khairudy, Karakter Hukum Perusahaan Perseroan dan Status Hukum Kekayaan
yang Dimilikinya, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO.1 VOL 20, Januari 2013, hal 82.
Diakses c}ari https://0js2-journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/4512 pada 6 September 2022.

Ibid.

% Freedom Abetnegp Siahaan, Sri Redjeki Hartono, Privatisasi Badan Usaha Milik
Negata, Law Reform, Vol. 8, No. 2, Januari 2013, hal. 3. Diakses dari https://adoc.pub/privatisasi-
badan-usaha-milik-negara.html pada 6 September 2022.


https://ojs2-journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/4512
https://adoc.pub/privatisasi-badan-usaha-milik-negara.html
https://adoc.pub/privatisasi-badan-usaha-milik-negara.html

kadang kala ada saatnya dimana terjadi penurunan kinerja BUMN persero.
Hal tersebut jika terjadi secara terus menerus maka akan membuat negara

merugi.’

Pengalihan kepemilikan modal (saham) pada BUMN persero ini
dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya dengan menjual saham
berdasarkan ketentuan pasar modal atau disebut juga dengan penjualan
saham melalui penawaran umum, menjual saham langsung kepada
investor dan menjual saham kepada manajeman dan/atau karyawan yang
bersangkutan. ® Kepemilikan saham dalam BUMN persero dapat
melibatkan karyawan sebagai salah satu pemegang saham BUMN persero
lebih dikenal dengan istilah Employee Stock Option Program (ESOP).
Employee Stock Option Program adalah sebuah skema kepemilikan saham
yang memungkinkan untuk karyawan memiliki saham dimana perusahaan
nya bekerja yang dalam dalam hal ini BUMN persero.’ Berdasarkan
pengertian program ini dapat dilakukan dengan memberikan saham secara
cuma-cuma, menjual saham kepada karyawan atau memberikan opsi

pembelian saham kepada karyawan pada periode tertentu.

7 Agung Feryanto, Mengenal Badan Usaha di Indonesia, (Klaten ; Penerbit Cempaka
Putih), 2018, hal. 14.

¥ Lihat Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tentang Badan Usaha
Milik Negara.

’ Andrew J. Taringan, Bismar Nasution, Keizerina Devi, Aspek Yuridis Kepemilikan
Saham Bagi Karyawan Pada Perseroan Terbuka (PT.Tbk), Jurnal Hukum Ekonomi, Volume II,
Nomor 2, Juni 2013, hal. 2. Dickases melalui
http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1426463 &val=4114&title=ASPEK%
20YURIDIS%20KEPEMILIKAN%20SAHAM%20BAGI%20KARY AWAN%20PADA%20PER
SEROAN%20TERBUKA%20PT%20Tbk pada 6 September 2022.


http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1426463&val=4114&title=ASPEK%20YURIDIS%20KEPEMILIKAN%20SAHAM%20BAGI%20KARYAWAN%20PADA%20PERSEROAN%20TERBUKA%20PT%20Tbk
http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1426463&val=4114&title=ASPEK%20YURIDIS%20KEPEMILIKAN%20SAHAM%20BAGI%20KARYAWAN%20PADA%20PERSEROAN%20TERBUKA%20PT%20Tbk
http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1426463&val=4114&title=ASPEK%20YURIDIS%20KEPEMILIKAN%20SAHAM%20BAGI%20KARYAWAN%20PADA%20PERSEROAN%20TERBUKA%20PT%20Tbk

ESOP diberikan kepada karyawan sebagai salah satu cara
mendapatkan loyalitas karyawan yang telah berkontribusi membantu
meningkatkan performa perusahaan. Penerapan ESOP juga merupakan
salah satu cara untuk menarik, mempertahankan, dan memotivasi
karyawan yang mempunyai peran penting dalam meningkatkan kinerja
perusahaan. Selain itu, dengan diterapkan nya ESOP dapat menumbuhkan
memiliki rasa tanggung jawab pada karyawan dikarenakan rasa memiliki
terhadap perusahaan (sense of belonging). !0 pelaksanaan ESOP dalam
konteks BUMN telah terjadi di perusahaan terbuka khususnya yang
melakukan /nitial Offer Public (IPO). Salah satunya terjadi pada PT Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada tahun 2021 melalui Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) menyelenggarakan program
kepemilikan saham karyawan sebanyak 16,4 juta lembar Saham tersebut
merupakan hasil pembeliam kembali (buyback) saham yang beredar di

publik oleh perusahaan.''

Melalui Surat N.KMP/7/0002 tanggal 3 Januari 2022, PT Bank
Negara Indonesia juga telah menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta
Material yang berisikan mengenai Perseroan telah melakukan pembagian
saham hasil pembelian saham kembali (buyback) yang disimpan sebagai

(treasury stock) sebanyak 19.597.700 yang dialokasikan pada Program

' Sidi Alkahfi Setiawan, Perlindungan Hukum Pekerja Pemegang Saham di PT. Bank
Central Asia TBK, Jurnal Rechtens, Vol.2, No.l, Juni 2013, hal 30. Diakses melalui
http://ejurnal.uij.ac.id/index.php/REC/article/download/76/72 pada 29 September 2022.

""" CNN Indonesia, BRI Sebar 16,4 Juta Saham ke Karyawan, Jakarta, Januari 2021.
Diakses melalui https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210121204729-78-596923/bri-sebar-
164-juta-saham-ke-karyawan pada 1 Oktober 2022.


http://ejurnal.uij.ac.id/index.php/REC/article/download/76/72
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210121204729-78-596923/bri-sebar-164-juta-saham-ke-karyawan
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210121204729-78-596923/bri-sebar-164-juta-saham-ke-karyawan

Kepemilkan Saham Oleh Karyawan dan/atau Manajemen Perseroan
(ESOP/MSOP). Pada tahun 2013, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
juga melalukan ESOP/MSOP dengan jumlah 64.284.000 saham seri B
yang berasal dari pembelian kembali (buyback) tahap III atau treasury

stock.

Penerapan ESOP di Indonesia bisa dikatakan belum optimal
dikarenakan tidak ada nya perangkat hukum yang khusus mengatur
mengenai ESOP terutama mengenai kedudukan hukum karyawan
pemegang saham yang ditinjau baik dari aspek pasar modal, perpajakan
serta ketenagakerjaan. Hal tersebut mengakibatkan penerapan ESOP masih
dibatasi dengan aturan-aturan hukum yang sebenarnya tidak dibentuk
khusus untuk mengatur ESOP.'> ESOP sendiri hanya disinggung sedikit di
Pasal 43 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perusahaan Terbatas. Menurut Pasal 43 ayat 3 huruf a Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa “Penawaran
sebagaimana pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal pengeluaran saham

ditujukan kepada karyawan Perseroan. "'

Berdasarkan Peraturan Bapepam Nomor IX.A.7 tentang Tanggung

Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan

"2 Tim Studi Penerapan ESOP Emiten atau Perusahaan Publik di Pasar Modal Indonesia,
Studi Tentang Penerapan ESOP (Employee Stock Ownership Plan) Emiten Atau Perusahaan
Publik di Pasar Modal Indonesia, DePartemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas
Pasar Modal Proyek Peningkatan Efisiensi Pasar Moda, 2002, hal 3. Diakses melalui
https://www.academia.edu/8372796/Studi_esop pada 1 Oktober 2022.

" Lihat Pasal 43 ayat 3 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas.


https://www.academia.edu/8372796/Studi_esop

Efek Dalam Penawaran Umum, yang mengatur mengenai ketentuan
bahwa karyawan mendapatkan prioritas dari penjatahan dengan maksimal
persentase 10% (sepuluh persen) dari jumlah penawaran umum. '
Persentase pembagian 10% tersebut tidak diatur secara spesifik karena
sesuai dengan keputusan RUPS."> .Namun, pada peraturan-peraturan diatas

tidak disebutkan secara spesifik mengenai pengaturan khusus mengenai

perlindungan hukum bagi karyawan yang menerima program ESOP.

Apabila dilihat dari persentase kepemilikan saham yang dimiliki
karyawan yang terlibat dalam program ESOP bisa dikategorikan sebagai
pemegang saham minoritas. Pemegang saham minoritas tidak secara tegas
disebutkan pengertian nya tetapi jika dilihat dari persentase jumlah saham
nya, pemegang saham minoritas ialah pemegang saham yang hanya

menmiliki tidak lebih dari 10% total keseluruhan saham perusahaan.'®

Perkembangan kepemilikan saham oleh karyawan di masa kini
telah berkembang semakin pesat di beberapa negara termasuk Indonesia.
Berdasarkan hal tersebut, maka kebutuhan akan peraturan hukum yang
melindungi karyawan pemegang saham di Indonesia, sehingga tercipta nya

pasar modal yang wajar dan efisien. Perlindungan hukum bagi karyawan

' Peraturan Bapepam Nomor IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan
Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum,

" Heru Prasetyo, Management & Employee Stock Option Program (MSOP & ESOP),
2019. Diakses melalui https://ibfgi.com/manegement-employee-stock-option-program-msop-esop/
pada 7 september 2022.

' Maya Sari, Abdul Rachmad Budiono, Hanif Nur Widhyanti, Analisa Perlindungan
Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Dalam Proses Akuisisi Berdasarkan Pasal 126 Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007, Jurnal Ilmiiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,
Volume 2, Nomor 2, 2017, hal 117. Diakses melalui https://journal2.um.ac.id.?Index.php/jppk
pada 7 september 2022.


https://ibfgi.com/manegement-employee-stock-option-program-msop-esop?
https://journal2.um.ac.id./?Index.php/jppk

pemegang saham sangat diperlukan mengingat kedudukan nya dapat
dikategorikan lemah. Perlindungan hukum ini sendiri dapat diartikam
sebagai perlindungan hak dan kewajiban yang telah diatur di dalam
perundang-undangan benar-benar dilaksanakan semua pihak.'” UU PT
sendiri yang mengatur hak-hak pemegang saham minoritas tidak
menjelaskan secara detail dan terperinci, hal ini membuat subtansinya

terasa tidak cukup melindungi.

Kenyataan justru berbalik terkadang pemegang saham minoritas
dan perusahaan terlibat sengketa seperti perbedaan-perbedaan hak, dan
memungkinkan adanya pihak yang merasa dirugikan.'® Salah satu hal
penting yang harus diperhatikan dalam penyusunan program ESOP ialah
hal yang berkaitan dengan pemegang saham pendiri. Hal ini dapat
menimbulkan beberapa permasalahan dalam prakik ESOP terutama dalam
hal pengendalian antara lain hak suara pada pengambilan keputusan, biaya
yang dapat menghambat karyawan untuk berpartisipasi, keetentuan
mengenai pernyataan pendaftaran, serta kewajiban dibentuknya struktur

administrasi untuk dalam penerapan program ini."

Dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas perlu untuk

melakukan penelitian tentang ketentuan-ketentuan terkait dengan ESOP

'7 Sidi Alkahfi Setiawan, Op.Cit, hal 3

'S Agus Riyanto, Melindungi Pemegang Saham Minoritas Dengan Shareholders
Agreement (SHA) Maret 2020. Diakses melaui https://business-
law.binus.ac.id/2020/04/06/melindungi-pemegang-saham-minoritas-dengan-shareholders-
agreement-sha/ paa 7 September 2022.

' Tim Studi Penerapan ESOP Emiten atau Perusahaan Publik di Pasar Modal Indonesia,
Op.Cit, hal 33.


https://business-law.binus.ac.id/2020/04/06/melindungi-pemegang-saham-minoritas-dengan-shareholders-agreement-sha/
https://business-law.binus.ac.id/2020/04/06/melindungi-pemegang-saham-minoritas-dengan-shareholders-agreement-sha/
https://business-law.binus.ac.id/2020/04/06/melindungi-pemegang-saham-minoritas-dengan-shareholders-agreement-sha/

dalam rangka perlindungan hukum ESOP yang dilakukan Badan Usaha
Milik Negara di pasar modal Indonesia, sehingga akan dilakukan

penelitian dengan judul

“PENGATURAN HUKUM EMPLOYEE STOCK OPTION
PROGRAM (ESOP) TERHADAP BADAN USAHA MILIK NEGARA
SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP

KARYAWAN SEBAGAI PEMILIK SAHAM MINORITAS.*

. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh karena itu

pokok permasalahan dalam penelitian ini diantara nya ialah:

1. Bagaimana pengaturan hukum FEmployee Stock Option Program
(ESOP) pada Badan Usaha Milik Negara?

2. Bagaimana perlindungan hukum kepemilikan saham oleh karyawan
dengan diberlakukan Employee Stock Option Program (ESOP) pada

Badan Usaha Milik Negara?

. Tujuan Penulisan
Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini, tidak lain adalah untuk
mendapatkan jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam

penelitian yang jika dijabarkan maka diantaranya adalah:



a. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pengaturan hukum
Employee Stock Option Program (ESOP) pada Badan Usaha Milik
Negara.

b. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum kepemilikan
saham oleh karyawan dengan diberlakukan Employee Stock Option

Program (ESOP) pada Badan Usaha Milik Negara.

D. Manfaat Penelitian
Terdapat dua manfaat yang akan didapatkan dengan dilakukannya

penelitian ini diantaranya adalah:

1. Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam
pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan
dengan pengaturan hukum Employee Stock Option Program
(ESOP) terhadap Badan Usaha Milik Negara.

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penambahan bahan
literatur dalam proses belajar mengajar khususnya yang berkaitan
dengan pengaturan hukum Employee Stock Option Program
(ESOP) terhadap Badan Usaha Milik Negara. Penelitian ini
diharapkan dapat menjadi referensi bahan penelitian lanjutan
mengenai pengaturan hukum Employee Stock Option Program

(ESOP) terhadap Badan Usaha Milik Negara.



2. Manfaat Praktis
Secara praktis penulis berharap dengan dilakukan nya

penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Bagi BUMN

Penelitian ini diharapkan dapat membantu BUMN yang hendak
menerapkan Employee Stock Option Program (ESOP) untuk
mempertimbangkan secara matang mengenai penerapan program

tersebut berdasarkan aspek risiko hukum

2. Bagi pemerintah dan aparat hukum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukkan bagi pemerintah
dan aparat hukum untuk melakukan penegakan hukum yang berkaitan

dengan Employee Stock Option Program (ESOP).

3. Bagi karyawan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu karyawan untuk
mengetahui pengaturan hukum pada Employee Stock Option

Program (ESOP).

E. Ruang Lingkup
Ruang lingkup masalah dalam penelitian ini dibatasi dengan
pembahasan mengenai pengaturan hukum Employee Stock Option
Program (ESOP) terhadap Badan Usaha Milik Negara yang dalam hal ini

adalah BUMN berbentuk Persero sehingga nantinya penelitian ini akan



membahas mengenai pengaturan hukum Employee Stock Option Program
ESOP) terhadap Badan Usaha Milik Negara serta akan membahas
mengenai perlindungan hukum kepemilikan saham oleh karyawan dalam
Employee Stock Option Program (ESOP) terhadap Badan Usaha Milik

Negara.
F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Peneliti mencoba menjawab mengenai permasalahan dari
penerapan Employee Stock Option Program (ESOP), dari segi yang
sifatnya memberikan gambaran mengenai pengaturan hukum dan
perlindungan hukum dari penerapan program tersebut dengan
menggunakan metode penelitian normatif merupakan metode penelitian

20 Penelitian hukum normatif

internal dalam disiplin ilmu hukum.
merupakan penelitian yang menjadi objek kajian adalah norma hukum

positif.?!

Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menemukan suatu
aturan hukum, maupun doktrin-doktrin hukum sehingga menghasilkan
argumentasi, teori atau konsep untuk menjawab suatu permasalahan

hukum yang dihadapi. Untuk penelitian normatif sumber bahan hukum

' E. Saefullah Wiradipradja, Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya
Ilmiah Hukum, (Bandung : Keni Media), 2015, hal 5.



yang digunakan peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan
pendapat para ahli. Penelitian hukum normatif juga disebut penelitian
kepustakaan atau studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak

dilakukan terhadap data yang besifat sekunder yang ada di perpustakaan.?

2. Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan oleh peneliti

diantaranya adalah:
2.1 Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan perundang-undangan menjadi acuan peneliti dalam
menganalisis pengaturann hukum Employee Stock Option Program
(ESOP) sebagai upaya perlindungan hukum terhadap karyawan sebagai
pemilik saham minoritas. Pendekatan perundang-undangan digunakan
peneliti untuk mencari berbagai peraturan perundang-undangan yang
relevan untuk memecahkan isu permasalahan hukum yang telah
dirumuskan. * Bahan-bahan hukum tersebut kemudian penulis
inventariskan secara sistematik, dikategorisasi serta dikelompokkan sesuai

dengan sifat-sifat dan karakternya masing-masing.**

2.2 Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

> Muhaimin, Op.Cit, hal 47.

3 Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, (Tangerang Selatan : UNPAM Press), 2018, hal
107.

**Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, Metode Penelitian Hukum ; Doktrinal dan Non-
Doktrinal, (Makassar : CV. Social Politic Genius), 2020, hal.9.



Penelitian ini selain menggunakan pendekatan perundang-
undangan, juga menggunakan pendekatan konseptual dimana penulis
melakukan penelitian tidak beranjak dari aturan-aturan hukum yang ada,
jika konsep dari penelitian tidak ditemukan pada peraturan perundang-
undangan yang ada maka penulis akan melakukan konstruksi konsep yang
diperoleh melalui penelusuran bahan hukum sekunder. Hal yang dilakukan
penulis dalam membangun konsep yaitu dengan mempelajari pandangan-
pandangan dan doktrin-doktrin ilmu hukum untuk mendapatkan
pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang

relevan dengan isu hukum yang akan diteliti.*®

3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Peneliti menulis penelitian ini dengan beberapa sumber dan jenis
bahan hukum yang digunakan dalam melakukan penelitian untuk
memjawab rumusan permasalahan yang akan difokuskan untuk diteliti

diantaranya adalah:
3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini di

antaranya adalah :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta : Kencana), 2014, hal.153.



. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608)

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang
Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4297)

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4756)

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5253).

. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka
Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

. Peraturan Bapepam Nomor [X.A.7 tentang Tanggung Jawab Manager
Dalam Penawaran Umum.

. Peraturan Bapepam Nomor IX.D.4 tentang Penambahan Modal Tanpa

Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)



9. Peraturan Bapepam Nomor X.K.l tentang Keterbukaan Informasi

Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik.

3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini
didapat dari buku-buku, karangan para ahli, modul, karya ilmiah, artikel
dan sebagainya serta bahan hukum lain yang terkait dengan penelitian

yang akan dilakukan.

3.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang berisikan petunjuk
mengenai informasi terhadap kata-kata yang memerlukan penjelasan lebih
lanjut. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang akan digunakan di
antaranya adalah Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),

Ensiklopedia, dan lain-lain.

4. Teknik dan Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi
dokumen atau penelitian kepustakaan (library research) yaitu dengan
melakukan penelusuran, menemukan, mengambil dan mengolah data di
perpustakaan yang berhubungan dengan fokus pokok permasalahan yang

akan dibahas.



5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode analisis kualitatif yaitu dengan menganalisis, menguraikan
serta menjelaskan secara sistematis dan terperinci pembahasan
permasalahan yang akan diteliti yang dihubungkan dengan teori yang

diperoleh serta berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan.

6. Teknik Pengambilan Kesimpulan

Teknik pengambilan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian
ini dengan membuat dan menyusun dari telaah bahan-bahan hukum untuk
ditarik kesimpulan yang bersifat deduktif yang akan menjawab

permasalahan hukum dari penelitian ini
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